
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 

TAHUN 2007 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 
NOMOR : 4 TAHUN 2007 

TENTANG 
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TANAH DATAR; 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat 
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Tanah Datar. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1956 Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4389); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 
Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4421); 

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Keuangan 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian 
Jumlah Kalkulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
serta jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 
Pemerinatah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4405); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4406); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  
4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor  4540) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 
2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4569); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Penghapusan Piutang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4488); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005   Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal; 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor …, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …..); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

  29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat;Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi 
Pemerintah; 

  31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan 
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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Dengan Persetujuan Bersama   

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR 

dan  

BUPATI TANAH DATAR  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN 
TANAH DATAR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Datar. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar. 

6. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala 
satuan kerja pengelola keuangan daerah  yang selanjutnya disebut kepala SKPKD 
yang mempunyai tugas melaksanakan  pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah.  

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.  
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12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 

15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat 

pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program resmi sesuai dengan bidang tugasnya. 

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan  anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi SKPD. 

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
daerah. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 
Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

23. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

24. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

25. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
26. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
27. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 
28. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan  bersih. 
29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja 

daerah. 
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja 

daerah. 
31. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya 

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selnjutnya disingkat SiLPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, 
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